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Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan 

Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan 

didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta 

dapat dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, serta pengendalian pembangunan nasional yang 

berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, dan 

berkelanjutan, serta terukur secara tematik, holistik, 

integratif, dan spasial, diperlukan data yang beragam, 

akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan 

berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna 

data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

serta pengendalian pembangunan;     
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c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan, 

perlu didukung dengan data yang dikelola secara 

seksama dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Satu 

Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional tentang Satu Data Perencanaan 

Pembangunan di Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional;  

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3683); 

  2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 251); 

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5214); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 

12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 112); 

13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor  4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor  6 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997); 

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik (Lembaran Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829); 

 

MEMUTUSKAN : 

 Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL TENTANG SATU DATA PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL.  
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Satu Data Perencanaan Pembangunan adalah 

serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk 

mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, 

terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan 

yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian 

pembangunan. 

2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi 

dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa 

angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, 

tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan 

keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, 

kondisi, atau situasi. 

3. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang 

karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang 

diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, 

penyajian, dan analisis. 

4. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, 

dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam 

dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, 

atau di atas permukaan bumi. 

5. Data Lainnya adalah jenis Data selain Data Statistik dan 

Data Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Data Perencanaan adalah Data yang terdiri atas Data 

Statistik, Data Geospasial, dan Data Lainnya yang 

berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

serta pengendalian pembangunan yang dihasilkan oleh 

Unit Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

7. Data Fasilitatif Administratif adalah Data yang terdiri 

atas Data kepegawaian, Data keuangan, dan Data 
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